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BERITA DAERAH KOTA BOGOR

TAHUN   2007  NOMOR  18   SERI    E

PERATURAN WALIKOTA BOGOR
NOMOR  25  TAHUN   2007

TENTANG

PEDOMAN PENGENDALIAN KEGIATAN DAN ANGGARAN
PADA PEMERINTAH KOTA BOGOR

WALIKOTA BOGOR,

Menimbang : a. bahwa  pelaksanaan kegiatan dan anggaran harus
dilakukan secara tertib, taat pada peraturan
perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,
transparan dan bertanggung jawab dengan
memperhatikan keadilan dan manfaat untuk
meningkatkan kesejahteraan   masyarakat;

b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan dan anggaran
sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak
mengalami hambatan perlu adanya pengendalian
kegiatan dan anggaran;

c. bahwa dengan adanya kebijakan peraturan
perundang-undangan di bidang penyelenggaraan
pemerintahan, perencanaan pembangunan dan
pengelolaan keuangan daerah, serta pengadaan
barang/jasa pemerintah, maka perlu adanya pedoman
mengenai pengendalian kegiatan dan anggaran;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Walikota;
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3833);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438;
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8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran
Negara Republik Indonesia      Tahun 1960 Nomor
104,  Tambahan Lembaran Negara              Republik
Indonesia Nomor 2043);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang
Penguasaan Tanah-tanah Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 362);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 59,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3409);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang
Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3955);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3956);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3957);



4

15. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang
Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4106);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4953);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4609);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 46);

21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36
Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 65 Tahun 2006;
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22. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang
Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 60);

23. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang
Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 120),  sebagaimana telah diubah terakhir kali
dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;

24. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2004 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2004-2009;

25. Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana
Wilayah Nomor 332/KPTS/M/2002 tentang Pedoman
Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;

26. Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana
Wilayah Nomor 257/KPTS/M/2004 tentang Standar
dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun
2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah;

29. Keputusan Kepala Badan Pertanahan  Nasional
Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar
Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan
Pemerintah di Bidang Pertanahan yang Dilaksanakan
oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;

30. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2004
tentang Organisasi Perangkat Daerah( Lembaran
Daerah Kota Bogor Tahun 2004 Nomor 4 Seri D);
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31. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6Tahun 2007
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Barang Milik
Daerah ( Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun  2007
Nomor 2 Seri E);

32. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007
tentang Pokok–pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
( Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7
Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN
PENGENDALIAN KEGIATAN DAN ANGGARAN
PADA PEMERINTAH  KOTA BOGOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Bogor.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Walikota adalah Walikota Bogor.

4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bogor.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bogor.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah DPRD Kota Bogor.
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7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggungjawab kepada
Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan dan Lembaga
Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

8. Kepala Badan Perencanaan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala
Bapeda adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
bertanggungjawab terhadap dan fungsi perencanaan pembangunan di
Daerah Kota

9. Unit Pelaksana Teknis SKPD/Balai adalah unit Pelaksana Teknis pada
SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bogor yang melaksanakan
sebagian tugas operasional di lapangan.

10. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan di masa
depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan
sumber daya yang tersedia.

11. Paket Pekerjaan adalah kumpulan/rangkaian kegiatan terukur yang akan
memberikan keluaran (output) berupa barang/jasa dengan fungsi
tertentu, dilakukan pada kurun waktu dan lokasi tertentu yang merupakan
penunjang berjalannya kegiatan pelayanan.

12. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah yang dapat
dinilai dengan uang dan segala sesuatu baik berupa uang maupun
barang yang dapat dijadikan milik Daerahyang berhubungan dengan
pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

13. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang
meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan
pertanggungajawaban keuangan Daerah.

14. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala
Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewengan
menyelenggarkan keseluruhan pengelolaan keungan daerah dan
mempunyai kewajiban menyampaikan laporan keterangan
pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada
DPRD.
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15. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi
SKPD yang dipimpinnya.

16. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
barang milik daerah.

17. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna
Anggaran untuk menggunakan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan
Kerja Perangkat Daerah.

18. Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang diangkat oleh
Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pemilik
pekerjaan, yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan
barang/jasa.

19. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK
adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau
beberapa kegiatan dari suatu program sesuai bidang tugasnya.

20. Panitia Pengadaan Barang adalah tim yang diangkat oleh Pengguna
Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan
pemilihan penyedia barang/jasa.

21. Sekretariat Layanan e-Procurement adalah Sekretariat yang bertugas
menyediakan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan e-
Procurement serta memantau persyaratan dokumen pemilihan penyedia
barang/jasa dari SKPD/unit kerja ke portal resmi e-Procurement
Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai administrator system.

22. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau
beberapa program.

23. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan
yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.

24. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yanglebih baik
melalui upaya yang dilakukan secara terencana oleh semua komponen
dalam rangka mencapai tujuan.
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25. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah
dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas
dan kualitas terukur.

26. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang
berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang
disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.

27. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau
lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran
terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan
pengerahan sumber daya, baik yang berupa personal (sumber daya
manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau
kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut,
sebagai masukan(input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam
bentuk barang/jasa.

28. Sasaran(target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau
keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

29. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan
yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan
program dan kebijakan.

30. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya
keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

31. Pengendalian  adalah serangkaian kegiatan manejemen  yang
dimaksudkan untuk menjamin agar  suatu program/kegiatan  yang
dilaksanakan  sesuai dengan  rencana yang ditetapkan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan ini adalah untuk menjamin
tercapainya tujuan dan asaran pembangunan sesuai dengan rencana
yang ditetapkan serta terwujudnya pelaksanaan kegiatan dan anggaran
di lingkungan Pemerintah Kota Bogor yang transparan dan akuntabel.
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(2) Tujuan diberlakukan Peraturan Walikota agar pelaksanaan kegiatan
dan anggaran dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, adil/tidak
diskriminatif dan akuntabel, sebagai acuan dalam melaksanakan
kegiatan dan anggaran di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

BAB III

PENGENDALIAN

Pasal 3

(1) Kepala SKPD dan Satuan Unit Kerja melakukan pengendalian
pelaksanaan kegiatan  dan anggaran sesuai dengan tugas dan
kewenangan masing-masing.

(2) Pengendalian pelaksanaan kegiatan  dan anggaran merupakan tugas
dan fungsi yang melekat  pada pimpinan masing-masing SKPD dan
Satuan Unit Kerja.

BAB  IV

SISTEMATIKA

Pasal 4

(1) Pedoman Pengendalian Kegiatan dan Anggaran Pada Pemerintah
Kota Bogor secara keseluruan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I, dan blanko-blanko contoh tercantum dalam Lampiran II.

(2) Sistematika Lampiran I  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai
berikut :

BAB I  : PENDAHULUAN
Memuat uraian mengenai latar belakang, maksud dan
tujuan.

BAB II      :PERENCANAAN
Memuat uraian mengenai tahapan perencanaan
pembangunan dan penganggaran, mekanisme penyusunan
rencana kegiatan dan anggaran.

 BAB III     :PENGADAAN
Memuat uraian mengenai mekanisme pelaksanaan
konstruksi melalui pelelangan, pemilihan langsung,
penunjukan langsung, swakelola, serta tahap pengadaan
tanah.
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BAB IV     :OPERASI DAN PEMELIHARAAN
Memuat uraian mengenai Prosedur /Mekanisme Operasi
dan Pemeliharaan.

BAB V      :PENGENDALIAN
Memuat uraian mengenai tata cara pengendalian kegiatan
dan anggaran baik yang bersumber dari
APBN,BLN,BHLN,APBD Propinsi dan APBD Kota Bogor.

BAB VI     :JAMSOSTEK
Memuat uraian mengenai ketentuan asuransi tenaga kerja

BAB VII    :MATRIK
Memuat matrikulasi mengenai kegiatan, acuan
pengendalian, dokumen pengendalian dan langkah-langkah
pengendalian.

BAB VIII  :PENUTUP

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

                        Ditetapkan di Bogor
        pada tanggal  10 Desember 2007

      WALIKOTA  BOGOR,
    t.t.d

DIANI  BUDIARTO
Diundangkan di Bogor
pada  tanggal  10 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

      DODY  ROSADI

BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2007 NOMOR 18  SERI  E
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